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KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XXI/2023
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TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2 OKTOBER 2023

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, pukul 14.32 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor
100/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor
100/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPRRL

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam Perkara 100/PUU-XXI/2023
diajukan oleh Hite Badenggan Lumbantorua dan Marson Lumbanbatu yang untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 169 huruf q UU
7/2017 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 169 huruf q UU Pemilu
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;



D. BATU U]I
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Bahwa Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Para Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian materiil UU 7/2017 dalam permohonan a quo,

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7
Agustus 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia
bernama Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu yang
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
91/PUU.MK/AP3/08/2023, bertanggal 21 Agustus 2023 dan telah dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal
21 Agustus 2023 dengan Nomor 100/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 100/PUU-
XX1/2023 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 100.100/
PUU/TAP.MK/Panel/08/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk
Memeriksa Perkara Nomor 100/PUU- XXI/2023, bertanggal 21 Agustus
2023;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
100.100/PUU/TAP.MK/HS/08/2023 tentang Penetapan Hari Sidang
Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023,
bertanggal 21 Agustus 2023;

c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan
persidangan pada tanggal 13 September 2023 dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal
39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk
memperbaiki permohonannya;

d. Bahwa pada hari Selasa, 26 September 2023, Mahkamah Konstitusi
menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda



untuk mendengarkan perbaikan permohonan, namun sebelum sidang
berlangsung para Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan
Perkara, bertanggal 25 September 2023. Kemudian Majelis Panel
mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan para Pemohon
membenarkan ihwal penarikan permohonannya;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut,
Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan
kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 September 2023, pukul
14.00 WIB, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali
permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan para
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi
untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan
Salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditarik kembali;

Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a
quo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali Permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

G. PENUTUP
Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonannya.
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F. AMAR PUTUSAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
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